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 Anak merupakan karunia dari Allah SWT. Anak merupakan penerus generasi serta 

silsilah keluarga yang akan mengambil peran signifikan dan penting di masa mendatang. Anak 

merupakan amanah dari Allah SWT yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia 

seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, anak 

seyogyanya harus mendapatkan perhatian dan cinta kasih demi tumbuh kembangnya. Tidak 

hanya perhatian dari keluarga si anak namun juga masyarakat serta negara harus menjamin 

perlindungan kepentingan anak. 

 Ketentuan mengenai batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 

memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri misalnya 

disebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun 

sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan 

perkawinan. Ketentuan batas usia anak berumur 21 Tahun juga disebutkan dalam Pasal 330 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Selanjutnya, Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki ketentuan batas usia anak yang lebih rendah 

yaitu berumur 18 tahun. Ketentuan lain yang berbeda tercantum pula pada Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang 

Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menentukan bahwa 

batas usia anak adalah berumur 19 Tahun. Perbedaan ketentuan mengenai batas usia anak 

sejatinya dipengaruhi oleh latar belakang filosofis mengenai tujuan pembentukan peraturan 

perundang-undangan itu sendiri agar hukum dapat bermanfaat dan berdaya guna untuk 

masyarakat. 

 Sebagaimana amanat dari Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD NRI 1945 

dalam pasal 28B ayat 2 disebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 



Selanjutnya ditegaskan pula dalam pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak 

disebutkan bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 

dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah.”. Maka dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab bersama yang 

utama untuk membantu dan memastikan generasi selanjutnya mendapatkan perhatian dan 

bantuan dalam kehidupan tumbuh kembangnya. 

 Salah satu permasalahan yang terjadi dan harus dihadapi dalam ruang lingkup anak 

adalah terjadinya Perkawinan usia anak. Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan 

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan 

belas) tahun”. Dengan begitu, Perkawinan usia anak merupakan Perkawinan yang berlangsung 

sebelum calon mempelai pria dan wanita berumur 19 tahun sebagaimana ketentuan peraturan 

per undang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

dimaksud sebagai Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana 

Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai 

hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja 

mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang 

penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang juga 

merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang 

tua. 

 Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2019 mencatat proporsi wanita umur 20-24 tahun 

yang berstatus menikah sebelum usia 18 tahun di provinsi Kalimantan selatan menempati 

urutan teratas dengan 21,2%, disusul Kalimantan tengah di posisi kedua dengan 20.2%, 

Sulawesi Barat di urutan ketiga dengan 19.2%, Kalimantan Barat 17.9%, dan Sulawesi 

Tenggara dengan 16.6% itu merupakan lima Provinsi di Indonesia yang menempati urutan 

tertinggi pernikahan anak.1 

 
1 Olivia Nursaadah, “Pernikahan Pada Usia Anak di Indonesia”, https://puspensos.kemensos.go.id/pernikahan-
pada-usia-anak-di-indonesia (diakses pada 15/06/2022, pukul 10.50) 

https://puspensos.kemensos.go.id/pernikahan-pada-usia-anak-di-indonesia
https://puspensos.kemensos.go.id/pernikahan-pada-usia-anak-di-indonesia


 Sebelumnya, batas usia perkawinan direvisi sebagai konsekuensi hukum atas 

dikabulkannya Judicial Review di Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan batas usia anak 

pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui putusan Nomor 

22/PUU/XV/2017 Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan kepada Badan Legislatif 

untuk dapat mengkaji dan menentukan batas usia untuk melangsungkan perkawinan yang ideal 

dan tanpa diskriminatif. Ketentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan kemudian 

direvisi menjadi batas usia 19 tahun untuk calon pria maupun wanita menggantikan ketentuan 

sebelumnya yaitu 19 tahun untuk pihak calon pria dan 16 tahun untuk pihak calon wanita.  

 Sejatinya, perkawinan merupakan Hak Dasar Warga Negara yang termaktub dalam 

UUD NRI 1945, sebagaimana pasal 28B ayat 1 yang menyebutkan “Setiap orang berhak 

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.  

 Dalam agama Islam sendiri tidaklah mengatur mengenai usia minimum perkawinan 

akan tetapi yang lazim adalah dikenal sudah aqil baligh, berakal sehat, mampu membedakan 

yang baik dan yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah dan 

mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri. 

Hukum harus dipandang bukan sebagai perampasan Hak Asasi Manusia yang dimiliki 

warga negara, namun lebih jauh dari itu Hukum harus dipandang sebagai “tool of social 

engineering” yang bermaksud untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki. Secara 

‘amm nya, tujuan terciptanya hukum ialah untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat 

seperti perdamaian, ketentraman dan juga keamanan dalam lingkungan masyarakat sehingga 

seluruh lapisan masyarakat dapat melangsungkan kehidupannya tanpa gangguan dari pihak 

ketiga.2 

Hukum sejatinya harus mampu membawa dan menghormati nilai-nilai yang hidup 

dalam masyarakat tanpa mengorbankan ketegasan hukum sebagai sarana menciptakan 

kemaslahatan. Keberadaan hukum bukan hanya berupaya menciptakan keadilan yang bersifat 

umum, melainkan hukum itu sendiri kemudian membawa kemanfaatan dan oleh karenanya 

hukum menjadi tetap berguna (doelmatig) bagi semua orang tanpa terkecuali.3 

 Oleh karena itu melalui Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberikan pintu 

hukum bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta 

 
2 Hudzaifah Achmad Qotadah, “Hukum dan Masyarakat: Satu Analisis” hlm. 2 
3 Ibnu Artadi, “Hukum: Antara Nilai-nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan” Hukum dan Dinamika 
Masyarakat Edisi Oktober 2006, hlm. 74 



dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung 

yang cukup. 

 Namun, keberadaan pemberian dispensasi kawin tentulah harus memiliki pedoman 

praktik yang ketat. Sebab adanya dispensasi kawin bak dihadapkan pada dua mata pisau. Di 

satu sisi pemberian dispensasi kawin dipandang sebagai jalan mundur perjuangan melindungi 

anak dari Perkawinan usia anak yang memiliki banyak risiko. Setidaknya menurut Deputi 

Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA menjelaskan ada tiga dampak yang 

tampak dan mudah diukur sebagai dampak Perkawinan usia anak, yaitu dampak terhadap 

pendidikan, kesehatan dan ekonomi.4 Di sisi lain pemberian dispensasi kawin dipandang 

sebagai suatu langkah untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar lagi. 

 Kehadiran PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan 

Dispensasi Kawin merupakan bentuk responsif Mahkamah Agung dalam menjawab 

permasalahan terkait Perkawinan usia anak. Sebagai lembaga yang menerima, memeriksa, 

mengadili dan memutus permohonan Dispensasi Kawin tentu Mahkamah Agung melalui 

Peradilan di bawahnya dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang besar tidak hanya untuk 

menciptakan keadilan namun tanpa meninggalkan kemanfaatan yang harus dicapai dalam hal 

ini tujuan utama dititikberatkan pada kepentingan anak. 

 Sebagaimana pasal 2 norma a quo, Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin 

berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, 

penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-

diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum. Hal ini bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang serta kepentingan 

terbaik bagi anak sebagai generasi masa depan bangsa. 

 Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan memutus permohonan Dispensasi Kawin, 

sebagaimana tercantum pada pasal 10 a quo disebutkan lebih lanjut bahwa pada hari sidang 

pertama, Pemohon wajib menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi 

Kawin, Calon suami/istri dan Orang Tua/Wali calon suami/istri. Dalam hal pemohon tidak 

hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. 

Apabila dalam hal Pemohon tidak hadir kembali pada hari sidang kedua setelah dipanggil 

secara sah dan patut maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur dengan putusan 

 
4 Siaran Pers Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor: B-
190/Set/Rokum/MP01/08/2021 



NO (Niet Ontvankelijke Verklaard). Dalam perspektif ini, Hakim harus benar-benar dapat 

memastikan kepentingan anak dengan menghadirkan anak secara langsung pada persidangan. 

Selanjutnya, Sebagaimana Pasal 12 ayat 1 dan 2 Norma a quo Hakim dalam 

persidangan pun diharuskan untuk memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon 

suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri tentang risiko perkawinan yang meliputi 

kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib 

belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi 

anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Nasihat yang disampaikan 

oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila dalam hal Hakim tidak memberikan 

nasihat sebagaimana dimaksud di atas maka dapat mengakibatkan penetapan batal demi 

hukum. 

 Selain itu, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan salah satunya 

mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi 

anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial 

Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Wanita dan 

Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) 

sebagaimana tercantum pada pasal 16 huruf h norma a quo. 

 Kehadiran PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menekankan pada kepentingan terbaik 

bagi anak dan bukan tanpa alasan. Pada wanita, risiko kesehatan khususnya kesehatan 

reproduksi merupakan pertimbangan yang paling menonjol dari praktik perkawinan usia anak. 

Menurut data UNICEF wanita yang melahirkan pada usia 15 - 19 tahun berisiko mengalami 

kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan wanita yang melahirkan pada usia di atas 

20 tahun.5 

 Perkawinan usia anak memang rentan dan berpotensi menghadapi beragam 

permasalahan mulai dari kesehatan fisik khususnya kesehatan reproduksi, kesehatan mental, 

hambatan psikologis dan sosial, dan yang tak kalah pentingnya adalah berpotensi mengalami 

kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang ke semuanya dapat 

berujung pada perceraian dan penelantaran anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta 

menambah beban ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan atau yang ikut menanggung 

kebutuhan dan keberlangsungan hidup anggota keluarga yang mengalami perceraian tersebut.6 

 
5 Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, hlm. 21 
6 Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, hlm. 44-45 



 Tidak hanya masalah kesehatan, perkawinan yang belum melampaui batas usia anak 

sangat mungkin terjadinya eksploitasi anak dan meningkatnya ancaman kekerasan terhadap 

anak. Di atas itu semua, perkawinan anak akan menimbulkan dampak buruk terhadap 

pendidikan anak. Dalam batas penalaran yang wajar, apabila pendidikan anak terancam, hal 

demikian potensial mengancam salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam 

Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit dicapai jikalau angka 

perkawinan anak tidak bisa dicegah sedemikian rupa.7 

Sehingga lebih jauh lagi, kehadiran PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sejatinya adalah perwujudan gagasan untuk 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Hukum berfungsi 

sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan bernegara Indonesia itu. 

Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak terjebak menjadi sekedar “rule-

driven”, melainkan “mission-driven”, yang didasarkan atas aturan hukum.8 

Dalam menangani permasalahan perkawinan usia anak dapat dilakukan dengan 2 cara, 

yaitu represif dan preventif. Usaha represif menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat 

dilakukan setelah terjadinya kejadian perkawinan usia anak, usaha tersebut salah satunya 

adalah pelatihan parenting skill. Dalam perspektif usaha preventif, penanganan permasalahan 

perkawinan usia dini dilakukan sebelum kejadian itu terjadi seperti penyuluhan kepada 

masyarakat pada umumnya dan yang termasuk usia anak pada khususnya. Selain itu usaha 

preventif dapat dilakukan secara normatif dengan mengeluarkan peraturan hukum yang 

bermanfaat untuk mengatur secara ketat dan adil terkait perkawinan usia anak, hal ini 

dimaksudkan Hukum dapat menjadi “tool of social control”. 

Munculnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan 

Dispensasi Kawin dimaksudkan untuk dapat melihat secara komprehensif dan tuntas mengenai 

akar permasalahan mengapa para pihak mengajukan Dispensasi Kawin mengingat potensi 

kemudharatan pada dua sisi sama besarnya dan patut untuk dipertimbangkan. 

 Seyogyanya, usaha untuk menghadirkan perlindungan yang berorientasi pada 

kepentingan anak tidak hanya berada pada institusi dan/atau lembaga negara  namun juga 

masyarakat di mana sang anak tumbuh lebih penting untuk menciptakan paradigma dan budaya 

 
7 Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, hlm. 52-53 
8 Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia” hlm. 14 



yang mementingkan kepentingan tumbuh kembang anak sebagai pemegang tampuk penerus 

generasi mendatang. 

  

  

  

  


